NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
~ KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI ( RPJM-—
NAGARI)

NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TAHUN 2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU,
Menimbang . a.  Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
(RPJM-Nagari) Nagari Tanjung Durian Pasar Baru
Kecamatan Bayang Tahun 2011-2017 Telah Berakhir
Sehingga Perlu Disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagari (RPJMNagari ) Nagari Tanjung Durian
Pasar Baru Kecamatan Bayang Tahun 2018-2024;
pembangunan nagari guna mewujudkan visi dan misi
Hagm Tanjun'g Durian Pa'sar Bar‘u, maka perlu disusun







7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495).

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas :Undﬂng~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 )

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

593);
nor 40 Tahun 2006 tentang Tata
nesia Tahun 2006 Nomor



5.

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenniah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1 57);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
ntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tengtang Dana Desa Yang Bersumber Dari



tentang Kader Pemberdayaan Kemasyarakatan;

200 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data
Profil Desa/Kelurahan,

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kel urahan;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa:

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa:

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

25.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

26.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 — 2025:

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11

‘Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;

turan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
ng Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021

n Pesisir Selatan Nomor 7
Tata Ruang Wilayah






7. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul , dan / hak tradisional yang dhakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

. Pemerintah Nagari adalah penyelenggara urusan  Pemerintah  dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem  Pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Nagan atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk nagar berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis,

10. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara

M‘.R&pﬁblikhdonesi’a.

11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibanty
perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.




masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

3. Rancangan RPJM Nagari yang berasal dari Pemerintah Nagari disampaikan
oleh Wali Nagari kepada pemangku  kepentingan yaitu' Lembaga
Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menyusun rancangan RPJM  Nagan, Pemerintah Nagari

menyampaikan rancangan RPJM  Nagari kepada Bamus untuk

‘melaksanakaan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk

membahas dan menyepakati rancangan RPIM Nagari menjadi dokumen

RPIM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;

Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh

Bamus yang dihadiri oleh Bamus, Pemerintah Nagari dan unsur

Masyarakat:

35@.15&1&'11-- -.dllal‘cnkan Musyawarah Nagari Penyusunan  RPJM  Nagari

mana dimaksud dalam ayat (4) dan (S) maka Wali Nagar)
mengeluarkan Peratman Nagan tentang Dokumen RPJM Nagari serta

h Nagari Penyusunan RPJM Nagari
‘ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari

angkan dalam Lembaran

itusan dalam forum Musyawarah Nagari
1 musyawarah dan mufakat.



BAB IV
VISI DAN MIS]
Pasal 4
Visi © Terwujudnya nagari yang mandin berbasis pertanian, mencapai masyarakat
yang schat, cerdas dan sejahtera

Pasal §
Misi
- Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh
dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas,
industri, perdagangan dan paniwisata.
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
berdasarkan demokratisas, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan.

i jalan, jembatan, irigasi serta insfrastruktur strategis lainnya.
can pembar

an pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong
umber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan



e ssaaionn program pemberdayaan masyarakat nagari;

Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan nagari agar
nagan menjadi berkembang dan mandiri:

5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;

Terwujudnya  pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari -

- Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat:

. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;

TBI'W“] udnya perubahan nagari menuju sejahtera dan mandin dengan

tkan pemberdayaan masyarakat nagari;

5. Terwuindnya kualitas Pemerintahan  npagari dan Bemus dalam

akan penyelenggaraan pembangunan di Nagari.
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